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Abstrak 

Tren realisasi penerimaan pajak yang lebih kecil dari target yang telah ditetapkan berdampak 
pada pemanfaatan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak efektif, yang berdampak 
pada defisit pada APBN dalam beberapa tahun terkahir. Salah satu penyebabnya yaitu praktik 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh strategi bisnis defender dan prospoector terhadap penghindaran pajak. 
Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar du Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel 98 perusahaan. Periode penelitian dari tahun 2017-
2021, sehingga total observasi data berjumlah 490 observasi. Hasil penelitian menunjukan 
startegi bisnis prospector berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, 
sebaliknya strategi bisnis defender tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian ini juga menunjukan bahwa koneksi politik dapat memperkuat hubunngan strategi 
bisnis prospector terhadap penghindaran pajak, dan sebaliknya, koneksi politik tidak 
mempunyai pengaruh terhadap hubungan strategi bisnis defender dan penghindaran pajak. 
Penelian ini memberikan manfaat kepada tambahan literasi mengenai strategi bisnis 
perusahaan, hubungan strategi bisnis dan penghindaran pajak, serta dampak koneksi politik 
pada praktik penghindaran pajak.  

Kata kunci: Strategi Bisnis, Koneksi Politik, Penghindaran Pajak 

Abstract 

The trend in realizing tax revenues smaller than the target set has resulted in ineffective 
utilization of state revenues from the tax sector, resulting in a deficit in the state budget in 
recent years. One of the reasons is the practice of tax avoidance by corporate taxpayers. This 
study examines the effect of defender and prospector business strategies on tax evasion. The 
sample for this study used manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) with a total sample of 98 companies. The research period is from 2017-2021, so the total 
number of data observations is 490. The results showed that the prospector business strategy 
had a significant positive effect on tax evasion, while the defender business strategy had no 
significant effect. This study also shows that political connections can strengthen the 
relationship between prospector business strategy and tax avoidance. Conversely, political 
connections do not affect the relationship between business strategy defenders and tax 
avoidance. This research provides benefits for additional literacy regarding a company's 
business strategy, the relationship between business strategy and tax avoidance, and the impact 
of political connections on tax avoidance practices. 

Keywords: Business Strategy, Political Connection, Tax Avoidance 
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1. Pendahuluan 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik 
Indonesia, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 melebihi target penerimaan pajak yang telah 
ditetapkan. Namun, periode 2017 – 2020 menunjukan hal sebaliknya. Padahal, semenjak 
reformasi pajak tahun 1983 dijalankan, Indonesia perlahan menjadi negara yang bergantung 
pada penerimaan pajak dalam struktur APBN. Hal ini dapat diindikasikan dari rasio penerimaan 
pajak terhadap total penerimaan negara dalam APBN beberapa tahun terakhir yang berkisar 
pada angka 70% - 80%. Salah satu yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target 
penerimaan pajak tersebut yaitu adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan [1], [2]. Penghindaran pajak adalah praktik efisiensi beban pajak yang dilakukan 
oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan [3], [4]. Dalam pengertian 
ini, pemanfaatan celah hukum peraturan perpajakan dapat dimaknai sebagai transaksi keuangan 
yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan berimplikasi minimal terhadap beban pajak atau 
transaksi keuangan yang  tidak berimplikasi terhadap beban pajak disebabkan belum adanya 
peraturan perpajakan untuk transaksi keuangan tersebut. 

Beberapa kasus praktik penghindaran pajak terjadi di Indonesia, seperti yang 
dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliyar pada tahun 2018 dengan cara 
mengalihkan aset, liabilitas, dan operasional kepada anak perusahaannya yaitu PT. Indofood 
CBP Sukses Makmur Tbk. PT. Toyota Manufacturing Indonesia juga terindikasi melakukan 
penghindaran pajak pada tahun 2013 dengan cara transfer pricing kepada related party di 
Singapura. Hal yang sama juga pernah dialami oleh PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan 
shifting profit dengan cara transfer pricing kepada related party, yang mengakibatkan profit PT. 
Adaro Energy Tbk dinilai underestimated sehingga beban pajaknya rendah.  

Penghindaran pajak sangat erat hubungannya dengan tingkat laba yang diperoleh 
perusahaan. Tingkat laba yang diperoleh perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh strategi 
bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut, sehingga strategi bisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan dapat dihubungkan dengan praktik pengindaran pajak. Beberapa penelitian telah 
membuktikan hal itu [5]–[7] yang menunjukan strategi bisnis berpengaruh signifikan positif 
terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian menunjukan hasil sebaliknya, yang 
menunjukan bahawa strategi bisnis tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan negatif 
terhadap penghindaran pajak [8]–[10]. Hasil yang tidak konsisten tersebut menjadi motivasi 
penelitian ini dilakukan, dengan menambahkan variabel moderasi koneksi politik pada 
hubungan strategi bisnis dan penghindaran pajak. Koneksi politik dipilih sebagai variabel 
moderasi karena diduga memberikan efek non teknis dalam praktik penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dampak negatif dari praktik penghindaran pajak terhadap 
penerimaan negara dari sektor pajak juga memotivasi penelitian ini dilakukan. Sehingga, tujuan 
dari penelitian ini adalah menguji pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dan 
pengaruh koneksi politik terhadap hubungan keduanya. 

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 

2.1 Starategi Bisnis dan Penghindaran Pajak 

Mengikuti tipologi strategi bisnis [11], strategi bisnis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 
defender, analyzer, prospector, dan reactor. Strategi bisnis defender adalah strategi yang 
dijalankan oleh perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya, mulai dari biaya produksi serta 
biaya operasional lainnya. Selain itu, perusahaan dengan strategi bisnis defender sangat fokus 
terhadap stabilitas pasar produk perusahaan dan cenderung tidak mengambil resiko untuk 
mengambil peluang pasar baru. Strategi bisnis prospector berkebalikan dengan strategi bisnis 
defender. Startegi bisnis prospector berfokus pada inovasi-inovasi produk baru dan secara 



Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak                                     3 

 

agresif mengambil kesempatan pasar yang baru. Inovasi-inovasi produk baru mengharuskan 
perusahaan untuk mengalokasikan biaya untuk research & development (R&d) dalam jumlah 
yang besar. Selain itu, perusahaan dengan strategi bisnis prospector lebih fleksibel terhadap 
biaya operasional, seperti biaya produksi, biaya untuk karyawan, dan biaya operasional lainnya. 
Strategi bisnis ketiga yaitu strategi bisnis analyzer, yaitu strategi bisnis dengan menggabungkan 
kelebihan strategi defender dan kelebihan strategi prospector. Perusahaan dengan strategi bisnis 
analyzer tetap berusaha untuk melakukan inovasi terhadap produknya, namun disisi lain 
perusahaan juga mempertimbangkan efisiensi terhadap inovasi dan pengembangan produk 
tersebut. Selain melakukan analisis efisien biaya, perusahaan juga melakukan analisis terhadap 
produk yang dibutuhkan pasar sehingga inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan 
perusahaan diyakini mendapatkan keunggulan kompetetif, baik secara harga maupun kualitas 
barang. Terakhir, strategi bisnis reactor yaitu strategi bisnis reactor. Perusahaan yang 
menjalankan strategi bisnis reactor selalu bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang 
diakibatkan oleh tekanan lingkungannya. Ciri lain dari perusahaan yang menjalankan strategi ini 
yaitu perubahan strategi bisnis dalam tahun berjalan sangat mungkin terjadi yang menyesuaikan 
dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar. Dalam konteks penelitian ini, strategi bisnis yang 
dimaksud adalah defender dan prospector.  

Dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan, strategi bisnis defender mempunyai kesamaan tujuan, yaitu efisiensi biaya. Fokus 
efisiensi biaya pada strategi bisnis defender dilakukan dengan meminimalkan biaya produksi, 
biaya operasional, serta biaya pajak yang timbul dari perolehan laba perusahaan. Besaran pajak 
penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan berkorelasi positif dengan laba perusahaan, 
sehingga untuk meminimalkan beban pajak penghasilan tersebut, perusahan melakukan 
perencanaan pajak atas transaksi-transaksi keuangan yang berdampak pada beban pajak 
perusahaan. Perencanaan pajak yang tidak menyalahi peraturan perpajakan disebut dengan 
penghindaran pajak [1], [12], [13]. Efisiensi biaya produksi seperti komposisi biaya pembentuk 
harga pokok penjualan terutama penilaian persediaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk 
meminimalkan beban pajak. Perbedaan pemilihan metode penilaian persedian untuk 
menghasilan laba yang diakui perusahaan berbeda, baik secara komersil maupun secara fiskal. 
Dalam praktiknya, target dari penghindaran pajak adalah untuk menurunkan perolehan laba 
fiskal agar pengakuan beban pajak penghasilan pada tahun berjalan rendah [14]–[17]. Dalam 
kerangka ini, strategi bisnis defender sejalan dengan praktik penghindaran pajak. 

Selanjutnya, dalam strategi bisnis prospector yang menitik beratkan pada aktifitas 
R&D dan ekspansi pasar baru membutuhkan biaya yang besar. Proses R&D dan ekspansi pasar 
baru ini secara akuntansi akan berbanding lurus dengan perolehan laba komersil perusahaan 
dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan hal tersebut, dibutuhkan efisiensi 
pada aspek lain seperti efisiensi beban pajak. Dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), biaya R&D yang dilakukan di Indonesia 
dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan, sehingga dapat menurunkan laba fiskal 
perusahaan. Selain itu, UU HPP juga menyebutkan dividen yang berasal dari dalam negeri yang 
diterima oleh Wajib Pajak (WP) Badan bukan merupakan objek pajak penghasilan, dan dividen 
yang berasal dari luar negeri  yang diterima oleh WP Badan jika minimal 30% dari jumlah 
dividen yang diterima direinvestasi di dalam negeri, maka dividen yang diterima juga bukan 
objek pajak penghasilan. Kedua hal tersebut berdampak pada penurunan laba fiskal yang diikuti 
dengan penurunan beban pajak penghasilan perusahaan. Sehingga, insentif pajak penghasilan 
dalam UU HPP tersebut mendukung strategi bisnis prospector yang dijalankan oleh perusahaan. 
Beberapa penelitian menunjukan baik strategi bisnis defender ataupun strategi bisnis prospector 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [5], [18]–[20]. Dari kerangka pemikiran dan 
hasil penelitian sebelumnya, hipotesis pada penelitian adalah sebagai berikut: 
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H1  : Startegi Bisnis Defender berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

H2  : Strategi Bisnis Prospector berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.2 Dampak koneksi politik pada hubungan Strategi bisnis dan penghindaran pajak 

Berdasarkan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, koneksi politik dan 
set kesempatan investasi dapat dihubungkan dalam perumusan kebijakan perusahaan yang 
cenderung memiliki motif untuk mengurangi jumlah laba yang dilaporkan untuk menghindari 
pajak [21]. Kegiatan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan 
kebijakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, termasuk pihak-pihak 
yang memiliki koneksi politik. Teori akuntansi positif juga dapat menjelaskan pilihan kebijakan 
investasi perusahaan, seperti yang terlihat pada set kesempatan investasi. Selain itu, koneksi 
politik sering dikaitkan dengan investasi; sebagaimana dikemukakan [22], koneksi politik 
merupakan penentu profitabilitas yang dapat menyebabkan distorsi dalam keputusan atau 
kebijakan investasi. Selain itu, sinyal dari kebijakan tertentu yang diterapkan oleh manajer dapat 
mengenali aktivitas penghindaran pajak. Koneksi politik dan set peluang investasi merupakan 
kebijakan yang dapat menangkap aktivitas penghindaran pajak. Kedua aktivitas ini dapat 
memberi sinyal kepada pemegang saham, kreditur, karyawan, pemasok, dan masyarakat sebagai 
pemangku kepentingan perusahaan [23]. 

Koneksi politik memainkan peran penting dalam banyak sektor ekonomi terbesar dan 
terpenting secara global [22] dan memengaruhi strategi perusahaan [24]. Beberapa kajian 
akademik telah memberikan bukti mengenai manfaat koneksi politik yang menggabungkan 
kegiatan bisnis, antara lain besarnya peluang mendapatkan pinjaman [23], pengenaan pajak 
yang menguntungkan [25], adanya subsidi pemerintah [26], kurangnya tekanan pasar terkait 
dengan transparansi publik [27], tingkat probabilitas pemeriksaan pajak yang rendah dan 
pengurangan sanksi pajak [23]. Berbagai fenomena terkait hubungan politik perusahaan masih 
belum sepenuhnya dipahami dan perlu diteliti lebih lanjut [28]. Beberapa penelitian 
menunjukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap penghidaran 
pajak [28]–[31] 

H3  : Koneksi politik memperkuat pengaruh strategi bisnis defender terhadap penghindaran 
pajak 

H4    : Koneksi politik memperkuat pengaruh strategi bisnis prospector terhadap penghindaran 
pajak 

3. Metode Penelitian 

3.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan periode observasi dari tahun 2017 – 2021. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2021 dengan jumlah 242 perusahaan. Dengan menggunakan metode 
purposive sampling, perusahaan yang menjadi objek observasi menjadi 98 perusahaan 
manufaktur. Kriteria eliminasi sampel tersaji pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Kriteria pemilihan sampel penelitian 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan/
Observasi 

Perusahaan Manufaktur yang terdafatar di BEI tahun 2021 242 
Perusahaan Manufaktur yang mempunyai data lengkap (21) 
Perusahaan yang mengalami rugi antara tahun 2017 – 2021 (123) 
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 98 
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Total Observasi data penelitian (98 x 5 tahun) 490 

 
 
3.2 Definisi variabel dan pengukuran 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak 
adalah praktik efisiensi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan 
celah peraturan perpajakan [3], [4]. Mengikuti [28], penghindaran pajak diukur dengan 
menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR diperoleh berdasarkan beban PPh tahun berjalan 
dibagi pendapatan sebelum pajak. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah strategi bisnis. Strategi bisnis dalam 
penelitian ini mengikuti 2 tipologi strategi bisnis [11], yaitu strategi bisnis defender dan strategi 
bisnis prospector. Untuk memperoleh nilai strategi bisnis (defender atau prospector), peneltian 
ini pengukuran dari [5], yaitu sebagai berikut: 

1) Kemampuan produksi dan distribusi barang secara efisien 

Emp/Sales  =                                 ..................................................(1) 

2) Tingkat pertumbuhan perusahaan (Market to Book Ratio) 

MtoB          =                                        ...........................................(2) 

3) Pemasaran dan Penjualan 

Market        =                                  ................................................(3) 

4) Intensitas Aset Tetap 

             PPEINT      =                                                            ......................(4) 

Hasil perhitungan setiap rasio diurutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga nilai 
terendah. Kemudian, urutan tersebut dibagi berdasarkan kuintil sebagai dasar pemberian skor. 
Rasio EMP/Sales, MtoB, dan Market, perusahaan yang berada pada kuintil teratas memperoleh 
skor 5, perusahaan yang berada diurutan teratas kedua memperoleh skor 4, begitu seterusnya 
sampai perusahaan dengan urutan kuintil terbawah memperoleh skor 1. Sedangkan rasio 
PPEINT berlaku sebaliknya. Setelah dihitung skor untuk masing-masng rasio, kemudian skor 4 
rasio tersebut dijumlahkan. Sehingga, total skor maksimul yaitu 20 dan skor minimum yaitu 4. 
Range skor untuk perusahaan dengan strategi bisnis defender berada pada skor 4-8, sedangkan 
range skor untuk perusahaan dengan strategi bisnis prospector berada pada skor 13-20 [5]. 
Setelah menentukan perusahaan terindikasi menggunakan strategi bisnis defender atau 
prospector berdasarkan range skor yang telah ditetapkan, untuk memasukan ke dalam model 
penelitian, variabel strategi bisnis defender menggunakan pengukuran dummy, dengan 
ketentuan 1 jika perusahaan terindikasi menjalankan strategi bisnis defender, dan 0 jika bukan 
menjalan strategi bisnis defender. Variabel prospector juga menggunakan dummy, dengan 
ketentuan 1 jika perusahaan terindikasi menggunakan strategi bisnis prospector, dan 0 jika 
menggunakan strategi lainnya. 

Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu koneksi politik. Mengikuti penelitian 
sebelumnya [25], [31], [32], koneksi politik diukur dengan menggunakan pengukuran dummy, 
angka 1 jika pemegang saham dengan kepemilikan saham minimal 10% atau anggota dewan 
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direksi atau komisaris independen merupakan mantan anggota atau anggota aktif dewan 
legistlatif pemerintah atau eksekutif pemerintah, mantan anggota atau anggota aktif partai 
politik, dan mantan anggota atau anggota aktif militer, dan angka 0 jika sebaliknya. 

3.3 Model Penelitian 

Analisis model penelitian menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan 
alat bantu statistik STATA MP64 vers.17. Mengikuti hipotesis pada bagian sebelumnya, model 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

dimana: 
ETR  : Effetive Tax Rate 
SB_Prospector : Strategi Bisnis Prospector 
SB_Defender : Strategi Bisnis Defender 
KP  : Koneksi Politik 
ℇ  : error estimation 

4. Hasil Penelitian 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 2 menunjukan statistik deskriptif dari semua variabel yang diteliti dalam 
penelitian ini.  

Tabel 2. Statistik Deskriptif 
Variable Obs Mean Std. Dev.  Min  Max 

 ETR 490 .231 1.511 .218 32.186 
 SB Prospector 490 .396 .49 0 1 
 SB Defender 490 .129 .335 0 1 
 KP 490 .484 .5 0 1 

 
Total perusahaan yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu 98 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2017 – 
2021, sehingga total observasi dalam penelitian sebanyak 490 observasi. Nilai rata-rata dari 
variabel ETR adalah 0,231, hal ini berarti rata-rata tingkat tax rate dari perusahaan yang 
observasi sebesar 23,1%. Jika dibandingkan dengan tarif normal pajak penghasilan badan 
Indonesia yaitu 25% (sampai tahun 2020) dan 22% pada tahun 2021, makna ETR sebesar 
23,1% dapat diidentifikasi sebagai penghindaran pajak. Selanjutnya, rata-rata dari variabel SB 
Prospector adalah sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukan sebanyak 39,6 % dari jumlah 
observasi melakukan strategi bisnis prospector, sebaliknya variabel SB defender bernilai rata-
rata sebesar 0,129 atau 12,9% yang artinya sebanyak 12,9% dari jumlah observasi melakukan 
startegi bisnis defender. Sisanya sebanyak 48,5% dari observasi tidak melakukan kedua strategi 
bisnis tersebut, namun terindikasi melakukan strategi bisnis analyzer. Terakhir, variabel koneksi 
politik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,484 atau 48,4%, yang artinya sebanyak 48,4% dari 
jumlah observasi terindikasi memiliki koneksi politik. 

4.2 Multicolinearty Test 

Tabel 3 menunjukan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan Correllation –
Pearson Test. Model penelitian bebas dari gejala multikolinearitas jika nilai uji masing-masing 
variabel maksimal (+/-) 0,7. Dari tabel 3 menunjukan bahwa semua variabel dalam model 
penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. 
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Tabel 3. Uji Multikolinearitas 
Variables (1) (2) (3) (4) 

(1) ETR 1.000    
(2) SB_Prospector -0.035 1.000   
(3) SB_Defender -0.007 -0.011 1.000  
(4) KP 0.044 0.060 0.019 1.000 
* shows significance at > 0.7 (-) 

4.3 Uji Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil uji hipotesis ditunjukan pada tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 4. Uji Hipotesis 
 (1) (2) 
 Panel A Panel B 

SB_Prospector 0.140* 0.088* 
 (0.95) (0.48) 
SB_Defender -0.114 -0.107 
 (-0.53) (-0.37) 
SB_Prospektor x KP  0.100* 
  (0.46) 
SB_Defender x KP  -0.014 
  (-0.04) 
Years Effect Include Include 
R Square .397 .469 

N 490 490 
  t statistics in parentheses 
   * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Uji regresi model penelitian menggunakan tehnik Ordinary Least Square (OLS) 
dengan menggunakan data panel. Uji regresi dilakukan dengan 2 tahap, pertama dilakukan uji 
regeresi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji 
regresi tersebut terjadi pada Panel A. Panel A menunjukan bahwa variabel SB Prospector 
berpengaruh positif terhadap ETR, atau H1 tidak ditolak. Hal ini sesuai dengan pembangunan 
hipotesis pada bab sebelumnya bahwa startegi bisnis prospector memang startegi bisnis yang 
orieantasinya ekploitatif untuk tujuan profit pada tingkat maksimum. Meskipun dalam 
perhitungan startegi bisnis, komponen pajak tidak masuk dalam pertimbangan, namun 
kesamaan sifat dan karakter strategi bisnis dan penghindaran pajak menjadikan hal tersebut 
berjalan beriringan. Semakin eksploitatif startegis bisnis prospector dilakukan, maka semakin 
tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya 
[5]–[7]. Selanjutnya dalam Panel A, variabel SB defender tidak berpengaruh terhadap tingkat 
penghindaran pajak, yang berarti H2 ditolak. hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 
menggunakan startegi bisnis defender cenderung lebih berhati-hati dan tidak eksploitatif untuk 
menjalankan operasional perusahaan. Meskipun dalam observasi terdapat perusahaan dengan 
strategi bisnis defender terindikasi penghindaran pajak, namun tujuan penghindaran pajak 
tersebut bukan disebabkan oleh strategi bisnis perusahaan, namun lebih untuk mencapai target 
laba agar kinerja manajemen dinilai baik oleh para pemegang saham. hal ini juga didukung 
dengan nilai koefisien negatf variabel strategi bisnis defender, yang mengartikan peningkatan 
kebijakan strategi bisnis defender aka menurunkan praktik penghindaran pajak. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian sebelumnya [8]–[10]. 
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Panel B menunjukan hasil interaksi dari variabel koneksi politik terhadap hubungan 
variabel independen dan variabel dependen. Sejalan dengan hasil regresi pada Panel A, interaksi 
dari variabel koneksi politik berpengaruh signifikan positif pada hubungan variabel SB 
Prospector terhadap ETR, atau H3 tidak ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 
dengan strategi bisnis prospector juga memanfaatkan privilage dari koneksi politik yang 
dimiliki. Risiko hukum melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya 
koneksi politik dari dewan direksi atau pemegang saham perusahaan tersebut. Sehngga, 
penghindaran pajak yang dari perspektif fiskus merugikan negara dapat dihindari dari risiko 
pemeriksaan oleh fiskus. Selain itu, bagaimanapun beban pajak penghasilan diatur dalam UU 
Pajak Penghasilan, yang artinya koneksi politik dapat juga dimanfaatkan untuk mengakomodir 
keinginan perusahaan terkait peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Koneksi 
politik juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan 
ekonomi yang akan diambil atau dijalankan pemerintah. Hasil ini mendukung penelitian 
sebelumnya [27], [31], [33], [34] 

Selanjutnya, pada Panel B vairabel koneksi politik tidak berpengaruh pada hubungan 
antara variabel SB Defender terhadap ETR, atau H4 ditolak. sejalan dengan hasil pada Panel A, 
bahwa strategi bisnis defender tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR, sehingga adanya 
koneksi poltik pada perusahaan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap ETR. Hal ini dapat 
dijelaskan karena koneksi politik pada perusahaan defender dimanfaatkan untuk menjamin 
operasional perusahaan, tanpa bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hasil ini 
mendukung penelitian sebelumnya [35], [36]. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Di Indonesia, mayoritas perusahaan mengikuti strategi analyzer dibandingkan dengan 
dua strategi lainnya (yaitu strategi prospector dan defender). Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa perusahaan dengan strategi pospector umumnya menunjukkan tingkat 
aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menjalankan strategi 
defender. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perusahaan yang fokus mempertahankan 
kekuatan pasar dan pelanggan setia jangka panjang berusaha menjaga kestabilan perusahaan 
dengan tidak melakukan kegiatan penggelapan pajak secara besar-besaran karena merusak 
reputasi/citra perusahaan.   

Beberapa saran dapat diberikan agar penelitian tentang strategi bisnis dan 
penghindaran pajak menjadi lebih komprehensif. Pertama, penelitian ini mengasumsikan bahwa 
strategi bisnis merupakan variabel eksogen dan karenanya tidak mempertimbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi pilihan strategi bisnis manajer. Kedua, data yang diteliti dibatasi 
hanya 5 tahun saja, untuk melihat gambaran yang lebih jelas, penelitian selanjutnya dapat 
memperpanjang jangka waktu penelitian. Terakhir, penelitian ini menggunakan sumber data 
sekunder untuk mengkaji perilaku penghindaran pajak perusahaan.   
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